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Laporaa Hasil Evaluasi
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Instansi Pemerintah (AKIP)

Pada Dinas Tenaga Kerja
dan Trarrsmigrasi
Kabupaten Bantul Tahun
2022

Kepada:
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Kerja dan T?ansmigrasi
I(abupaten Bantul
di

Bantul

Dengan hormat kami sampaikan laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Tahtn 2022, sebagai berikut:

A. PETTI'AET'LUAI|

1. D.rlr Eutun Exrlu.d
a. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17 tentang

kmbinaan dan Pengawasan Fenyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentalxg

Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;
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d. Peratural Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2O21 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang

Kebljakan Pengawasan Intern Tahun 2023;

f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022tentang

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspeh.orat

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;

g. Keputusan lnspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun

2023 tentang Tindak lanjut Program Ke{a Pengawasaa

Tahunan Tahun 2O23.

h. Surat Tlrgas Inspelrhrr nomor : 67 /PKPI/2023 untuk
melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencala, Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Jetis

2. Lqtar Belatang Eveluarl

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen

kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran

kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan

SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh

Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan
balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas
secara terus-meneru s (antinues inprouenent). Masing-

masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan,



melalsanakan, mengukur dan memantau kinerja serta

melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetaltui sejauh mana penerapan AKIP

pada Perangkat Daerah mal<a diperlukan evaluasi. Dengan

Evaluasi AKIP, diharapkaa dapat mendorong setiap

Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten

meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka

mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah

maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut

dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran

Pemerintah Daerah.

3. Tr{uaa tvaluasl
a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP

Perangkat Daerah

b. Menilai tingkat implementasi SAKIP

c. Menilai tingkat akuntabittas kinerja

d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP

e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

periode sebelumnya.

4. Ruang Lfngkup Eveluari

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja

b. Penilaian pengu.kuran kineda

c. Penilaian pelaporan kinerja

d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Uetodologl Evaluasl

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang

diguna-kan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi



dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis

dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan

evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Giambaraa Unum
a. Dasar hukum pembentukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk

berpedoman pada:

1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daera-h Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

I(abupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2021,

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Tlans

3) migrasi Kabupaten Bantul.
4) Peraturan Bupati Bantl Nomor 118 Tahun 2021

tentang Pembentukan Kedudukan, susunan

Oraganisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bantul.

b. Kedudukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. T\rgas dan Fungsi

Dinas Tenaga Kefa dan Transmigrasi menyelenggarakan

fungsi:



1) Penyusunan program kerja Dinas;

2) Penyusunan Perencanaan penyelenggaraan ususan

dibidang tenaga kerja danTransmigrasi;

3) Perumusan kebiiakan teknis dibidang tenagakerja dan

Transmigrasi;

4) Penyelenggaraan pelatihan kerja dan produlirtivitas

tenaga kerja;

5) Penyelenggaran penempatar kerja, perluasan

kesempatan kerja dan Transmigrasi;

6) Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan pekerja,

pencegahan dan penyelesaian permasalahan

hubungan industrial;

7) Pengoordinasian penyelenggarzran pelayanan peUinan

dan atau non perijinan di bidang ketenagakerjaan dan

Transmigrasi;

8) Pengordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan

Organisasi Dinas;

9) Pengoordinasial pelaksana.an kesekretariatan dinas;

10) Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi

dinas;

11) Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi,

sisitem pengendalian internal pemerintah, hukum,

organisasi, ketatalaksanan, kearsipan dan

perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;

12) Pengoodinasian tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan

13) Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas

dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;



14) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan,

pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan tugas Dinas; dan

15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Gambarea Umum Impleracntasi SAIUP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

adalah rangkaian sistematik dari berbagai alrtivitas, alat, dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungiawaban dan

peningkatan kineda instansi pemerintah.

Dalorn rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah

yang baik dan bersih lclean and. good gouemantoe) maka

pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus

dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berupaya

menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada

pemerintahan yang baik lgood gouena nrr| dan berorientasi

hasil (result oriented gouernm.en! sesuai dengan

kewenangannya dan manqiemen pemerintahan yang di

implementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran

yang memiiki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan

perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil

yang ingrn dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat

terukur, dapat diqji, dan dapat diandalkan.



Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2O2l Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi

Bupati (Misi 3) yaitu: "Pendayagunaan Potensi Iokal dengan

penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi

pada perumbuhan ekonomi inklusif, Dinas Tenaga Ke{a dan

Transmigrasi telah menetapkan Indikator Kinerja Urar''a

(IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan

Perjanjian Kinerja Tahun 2O22, menunjukkan bahwa rata-

rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi adalah 189% Secara rinci tingkat

capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja uta$a tersebut

diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022

adalah sebesar 1897o termasuk dalam kategori sangat

Tinggi.

Dibandingftan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya

(2021) sebesar l@r4o/o, maka kinerja pada tahun 2O22

mengalami kenaikan.

$. fladrl LanJut Eagtl Evelu$t Tchua rcbclunnya
Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui

terdapat tiga saral/rekomendasi telah ditindaklarjuti.

No. Indikator Target Realisasi Capaian
Jumlah serap€rn Tenaga
Keria vang terserap

7.500 t4.230 L89%1.



B. GAIBARAT HASIL TIIALUASI

1. Eedl EYaluerl AIIIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nifai

dengan kisaran mulai dari O sampai dengan 1OO, Dinas

Tenage Kerja dan Transmigrasi l(abupaten Bantul

memperoleh nilai sebesar 8L,29. Nilai sebagaimana

tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap

seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi

dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai

25,49 atau 84,97 o/o dari bobot sebesar 3O%;

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai

24,94 atan 83,14o/o dari bobot sebesar 3oolo;

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,39

atalu 82,620/o dari bobot sebcsar 15%;

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnternal

memperoleh nilai 18,47 ata,u 73,87o/o dari bobot sebesar

25o/o.

Nilai sebagpi'nana tersebut, merupakan akumulasi penilaian

terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang

dievaluasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

,| Perencanaan Kinerja 30,00 25,49
2 Pengukuran Kineria 30 00 24,94
3 Pelaporan Kinerja 15,00 12,39

25,00Evaluasi Akuntabllltas Kinerja
!nternal

18,47

81,29

A

Nilai Akuntabilitas
Bobot Kinerja

TAHUN 2O2X
No

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Kom ponen/Su b
Kom ponen/Kriteria

4



A. Evaluart atan Pcrcncanaan KlaerJe

Hasil evaluasi komponen perencanzran kinerja pada Dinas

Tenaga Kerja dan Tralsmigrasi Kabupaten Bantul dengan

bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,49 atau 84,97o/o dengan

rincian sebagai berikut:

No Komponen/Sub Komponen Bobot Nilai %

1. Perencanaan Kinerja 30 25,aL a6,o2

7.a
Dokumen Perencanaan kineia telah
tersed,a

6 5,40 90,oo

1.b

Dokumen Perencanaan kinerja telah
memenuhi standar yang, baik, yaitu
untuk mencaqi hasil, den4an ukuran
kineria yane, SMART, menggunakan
penyelarasan (cascading) disetiap
level secara rogis, serta memperhati
kan kinerja bidang lain (crosscuttind

9 7,53 83,64

1.c

Perenca naa n Ki nerja tel ah
di ma nfa atka n untuk mew ujudkan
hasil yan g berkesi na m bu nga n

15 L2,56 83,14

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kineda
menunjukkan:

7) Ib*l,ntan pacncanaan ldnuta telah tprxdto
a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bantul telah memiliki acuan atau pedoman

perencanaan berupa:

(1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Tekrris Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24

Tahun 2008 tentang Tata Cara Pen5msunan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangu.nan Daerah;

(3) Peraturan Daera-h Kabupaten Bantul Nomor 6

Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 202l-2026;

(4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019

tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi

Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Darr

Pengendalian Pembangunan Daerah.

b) Dinas Tenaga Kerja dan Tlarrsmigrasi Kabupaten

Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)

yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran,

kebdakan, strategi, program dan kegiatan yang

dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor

73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daera-h T ahurr 2O2 I -2026 ;

c) Renstra telah selaras dengal Dokumen RPJMD,

menyajikan Indikator Kinerja Utarna (IKU), dan

menetapkan tujuan dan sasaran yang telah

berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan

yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi;

d) Renstra telah digunakan selagei acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan tahunan;



a) Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi telah

men3rusun Dokumen perenc€rnaan kinerja jangka

panjang, jangka menengah, jangka pendek dan

p€rencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen

tersebut bisa diakses melalui website

b). Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan T\rgas fungsi

OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan

isu strategis organisasi;

c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan

suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai

(termasuk tingkatan yang standar, generally awptedl,
selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang

SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan

berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;

d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan

kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang

secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD,

kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core

business dan isu strategis yang berkembang serta

keadaan yuang ingrn dicapai, menjawab permasalahan

yang teridentifikasi;

e) Renstra telah digunakan dalam pen3rusunan

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;

Dokumen perenc:rnaan kinerja telah menetapkan hat-

hal yang seharusnya ditetapkan

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar

yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran

kinerja yang SMART, menggunckan penyelarasan

(cascading) disetiap level secara logis, serta

memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)



e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja

menggambarkan hubungan yang berkesinambungan,

serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai

di setiap level jabatan (Cascading);

f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi

tentang hubungan kinerja, strategi, kebljakan, bahkan

aktivitas antar bidang/dengan tugas darr fungsi lain

yang berkaitan (Crosscutting) dapat dilihat dari

Renstra;

d Setiap unit/ satuan kerja merumuskan dan

menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja;

h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan

Perencanaan Kinerja. Dalam bentuk SKP

3) Percnccltcan ldnerta tclah dtrnz4fad.lcant unfl.rJc

ttrcutrqfudlclrn ha.sll yrang brkcshu,rnbungian
a) Dinas Tenaga Kerja dan lysnsmigrasi Kabupaten

Bantul telah menyusun rencana anggaran yang

mengafll pada Kinerja yang ingin dicapai;

b) Alrtivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja

yang insn dicapai;

c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja

telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on

tlv righl traclc,

d) Terdapat perbaikan/penyempurn.ran Dokumen

Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil

analisis perbaikan kinef a sebelumnya untuk
mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang

dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja

dan Perjanjian Kinerja



B. Pengukunn l(lacrJe

Hasil evaluasi komponen pengu.kuran kinerja pada Dinas

Tenaga Keg'a dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan

bobot nilai 30 memperoleh nilai 24194 atan E3r1496

dengan rincian sebagai berikut:

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja

menunjukkan:

,t Pcttgurcr.rlar. ldrtata tclah dlalcrllca n-

a) Dinas Tenaga Kerja dan lyslsmigrasi Kabupaten

Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran

kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:

(1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahvn 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 6 Tatrut 2022 Tentang Pedoman Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai

Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul;

No Kompoacn / Sub Komponea Bobot II ai o/o

2. Pengutunn KlnerJe 30 24,94 83,14

2.a Penguktran Kinerja telah dilalotlean 6 5 40 90,oo

2.b

Pengubtmn Kinerja telah menjodi
kebuahon dolatn meurujudleon
Kinerja searo Efeldif dan Efisien
dan telnh dilalotkan smra
Wenjarq dan berkelanjutan

9 7,44 47,t4

2.c

Pengulanan Kinerja telah dijadilean
dasar dalan pemberian Reuard dan
funishncn, serTa WnVesuoian
strategi dalatn menapa.i khzrja
gang efelctif dan efisien

15 t1,70 7a,oo



(2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahrrr 2O22

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor

65 Tahun 2O2L tentanrg Pedoman Pelaksanaan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap
pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kine{a
dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD,

2) Pengakuzn Khufla tolah nanladt kcDnrfuthan dolam
nleturqJudkan Klnefa *cava Etelfif dan Efislea dan
tzlah dllakrtkan seGcrra bcrtenJang dart

betkelanlfutant

a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah

mendukung capaian kinerja yang diharapkan;

b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;

c) Pengu.mpulan data kinerja dan pengukuran capaian

kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi

Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN,

SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengakutzn Efnedlr t lah d$a.dflcant da.sr daldnt
pctttleld.an Rculand dart hnls,lanent, scrto
gcngasuatan smqil dalant ,nenc{.rral. ldnetfu gtattg

ctelgf danefislen

a) Pengukuran Kinefa oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menjadi dasar

dalam penyesuaian (pemberian/penguralgan)

tunjangan kinerja/penghasilan;

b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian

lrefoatsingl organisasi, penyesuaian strategi dalam



mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan ddam
mencapai kinerja, penyesuaian alctivitas dalam

mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam

mencapai kinerja;

c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam

mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam

Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral

dan eSakip-ROPK;

d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil
pengukuran kinerja.

C. Peleporaa KtacrJa

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transnigrasi Kabupater Bantul
dengan bobot nilai 16 memperoleh nilai 12139 atau

82,62% dengan rincian sebagai berikut:

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kineda

menunjukkan:

No Komponen/ Sub Komponen Bobot Ittlei o/o

3. Pclaporan l(iaetJa 15 12,39 82,62

3.a
Terdapat Dolotmen Lapomn gang
menggambarkan Kincrja

3 2 65 88,30

3.b

Dobtmen Laporan Kinerja telah merne
ruthi Stanlar mengg ambarlan
Kualitas atas Penrapaian Kinerjo,
inforrrasi keberlusilan/ keg og alan
kinerja serta upoga
perbaikan/ penA emlrurnaonng a

4,50 85,56

3.c

Pelopnran Kinerj a telah memberilan
dampak gang besar dolam
p eng esuoian stmtegV leebij akan
dalam nenapai kinerja berihinga

7,50 5 89 78,57

3,85



7) Tedape doktanen lrrlntzn gang ncngganbadutr
Klttcrto
Dokumen laporan Kineda telah disusun secara berkala

dan tepat wakhr, direviu secara bedenjang, diformalkan,

dan dipubilkasikan

2) Dokrtnen Laporun frlnerta tela,h ,nz;ncnuln S,fundar

ntcrqga nbarlcant E,ual,ltas das Pencapatant Klnerta,

tntonu.st keberhasllanlTcegagalan ldncfla sertd
upaga pctfullcan/pengcn rurltrr,r:n ga

a) Dokumen l,aporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menginfokan

perbandingal realisasi kinerja dengan target tahunan,

perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka

menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan

realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen

kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah

mencantumkan perbandingan realisasi kinerja

dengan realiasi kineq'a di level nasional/internasional

(Benchmark Kire{a), Laporan kinerja telah

menginfokal kualitas atas capaian kinerja beserta

upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi

atas penggunaan sumber daya dalam mencapai

kine{a;

b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokaa upaya

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

3) Pelalmrzn Elncrta tela.h men$cfilcan danpak gsng

Iz,rsat dalotn pengestutant smalficebfJakan dalam
,rr2lnco,rtal ldnerJa berlkttrtgQ



a) lnformasi dalam laporan kinerja selalu menjadi

perhatian utama pimpinan pada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

b) Informasi dala'n laporan kineda secara berkala telah

digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran

untuk mencapai kinerja, evduasi pencapaian

keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan

kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

c) Informasi dalam laporan kinerja selalu memperrgaruhi

perubahan budaya kinerja organisasi.

No Komponca/ Sub Konponcrr Bobot I{ihl o/o

4, Eerluast

IntGrtrd
A.kuntabllites XtnerJa 25 18,47 73,87

4.a
Euc,fuasi Alotntabilitas Kinerja
Int emnl telah dilaks analenn

5 4,17 83,33

4.b

Eltahtosi Alonlabilttas Kinerja
Intemol telah dilaicsa nakan seanu
berhtalttas dengan Sumber Daga
gang mefl@dai

7,50 5,55 74,OO

4.c

Implementasi SAKIP telah
menbqk at korena euafuasi
Afutntadlitas Kherja Infernal
sehfuqga memberikan lesan gang
nyata (dampok) dalont efeldifitas
dan efisiensi K erja

12,50 8,75 70,oo

D. Esalucrl Almntrbtlttar XIaerJa Interaal
Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan

bobot nilai 25 memperoleh nilai 18147 atau 73.,879/0

dengan rincian sebagai berikut:



Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja

menunjukkan:

7) Ellnfuosl Akautf,,ablU;ta.s E*tcfla Intcrnol Celart

dllalcsanakan

a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja intemal pada seluruh unit kerja/perangkat

daerah;

b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah

dilaksanakan secara berjenjang.

2) Etnfuost AkuntoDllttas Ktnerta Intcrz.al tolart

dllalcsrrlrrrlcant secanna. berlor,alttas dcngan &nber
Dagp. geng nenudal
a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnternal telah

dilaksanakan sesuai standar;

b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lntemal telah

dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan

menggunakan teknologi informasi.

3) hrytlenonta.sl SAXIP tzlah nclnlnglcaf, lcanenrr

etz,hto.sl Akrurf,abllttrrs E:lnr.rta Intenro,l *rrJlaggrr

ntcnberllcant lcesan gang ng@z. (dangarcl dalsm
eJelstlfitas dan efislensl Klneflo

a) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP

dengan melaksanakan tindak lanjut atas

rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja

internal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah

mencantumkan dokumen tindak laanjut;



b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah

dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan

akuntabilitas kineda.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian

tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 0,73%

yaitu dari 82,O2 menjadi 81,29 pada tahun2022.

Meskipun mengalami penurunan Capaian nilai tahun

2022 namn sudah mencapai target yang ditetapkan

yaitu sebesar 80.

2. Sann
Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam

kondisi diatas, disarankan agar dilakukan langkah-langkah

untuk selalu memanfaatkan sistem informasi yang terdiri

dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi

kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan

data kinerja yang lebih haldal dan mening|<atlan kualitas

laporan kinerja yang lebih baik.

C. PEMITI'P

1. Stmpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas

Tenaga Kerja dan ltansmigrasi Kabupaten Bantul

memperoleh nilai 81,29. Nilai tersebut masuk dalam

kategori A dengan interpretasi memuaskan.



2. Pcrgua' - AIGP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan flsns"nigrpsi

Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong

pencapaiar ou@tt organisasi secara lebih efektif dan efisien

narnun juga mampu memberikan kontribusi terhadap

pencapaian dampak pada outame yang telah ditetapkan.

Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat

membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan

kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas

Tenaga Ke{a dan Transmigrasi Kabupaten Bantul secara

konsisten dan berkesinambungan.

Demikian laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah agar dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya-
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